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ABSTRAK

Astry Asmaul Hijrya, Nomor Induk Mahasiswa E051171311, Program
studi llImu Pemerintahan, Fakultas lIlmu Sosial dan [Imu Politik, Universitas
Hasanuddin. Skripsi yang berjudul “Kebijakan Perizinan Usaha Mikro
Kecil Menengah di Kabupaten Sidenreng Rappang”, dibawah
bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha., M.Si sebagai Pembimbing
Utama dan Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si , sebagai Pembimbing
Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana prosedur pelayanan
perizinan Usaha mikro kecil menengah di kabupaten Sidenreng Rappang,
yang berfokus pada Standa Operasional Prosedur, Standar Waktu, Standar
Biaya, dan Standar Moral.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui
observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumen. Data dianalisis
melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
yang memberikan gambaran secara jelas dan factual mengenai Prosedur
Pembuatan izin usaha di kabupaten Sidenreng Rappang.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan Kebijakan Perizinan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidenreng Rappang belum
sepenuhnya maksimal. Hal ini didasarkan pada pengamatan terhadap
Standar Operasional Prosedur, Standar Waktu dan Standar Moral dalam
perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Adapun standar Biaya tidak
dipungut biaya untuk pembuatan izin Usaha Mikro Kecil Menengah.

Kata Kunci:  Kebijakan, Perizinan, Usaha Mikro Kecil Menengah.
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ABSTRACT

Astry Asmaul Hijrya, Student Identification Number E051171311,
Government Science Study Program, Faculty of Social and Political
Sciences, Hasanuddin University. The thesis entitled "Licensing Policy
for Micro, Small and Medium Enterprises in Sidenreng Rappang Regency",
under the guidance of Prof. Dr. H. Rasyid Thaha., M.Si as the Main Advisor
and Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si, as a Advisor.

This study aims to find out how the licensing service procedures for micro,
small and medium enterprises in Sidenreng Rappang district, which focuses
on Standard Operating Procedures, Standard Time, Cost Standards, and
Moral Standards.

The research method used in this study uses a qualitative approach with
the type of case study. Data were collected through observation, interviews,
literature studies and documents. The data were analyzed through the
stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.
which provides a clear and factual description of the Procedure for Making
a Business License in Sidenreng Rappang Regency.

The results of the study indicate that: The implementation of the Micro,
Small and Medium Enterprise Licensing Policy in Sidenreng Rappang
Regency has not been fully maximized. This is based on observations of
Standard Operating Procedures, Time Standards and Moral Standards in
licensing Micro, Small and Medium Enterprises. The standard fee is free of
charge for making Micro, Small and Medium Enterprises licenses.

Keywords: Policy, Licensing, Micro, Small and Medium Enterprises.



BAB |

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam pembangunan ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan
untuk kesejahteraan seorang atau kelompok maupun golongan tertentu?.
Karena itulah perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha
Bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran
dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujdukan kesejahteraan
masyarakat tersebut, perlu dilakukan melalui berbagai upaya, yang salah
satu upayanya adalah meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No0.20 tahun 2008
tentang UMKM, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha
Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang?. Usaha Kecil adalah
usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

1 Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 (pasal 33 ayat 1)

2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008



bagin, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau
usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana di maksud
dalam undang-undang. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung
maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur
dalam undang-undang®. Sedangkang UMKM menurut Rudjito Merupakan
usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia. Dikatakan
membantu perekonomian Indonesia disebabkan karena dengan melalui
UMKM akan membentuk lapangan kerja baru serta juga meningkatkan

devisa negara dengan melalui pajak badan usaha *.

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pasal 1 dan pasal 6,
mengatur usaha mikro dan kecil ini dapat berkembang dengan baik maka
izin  mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong
pertumbuhan dunia usaha mikro dan kecil, karena lzin merupakan
instrument yang digunakan dalam hukum administrasi, bagi pemerintah

izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah

3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah

4 Undang-undang Republik Indonesia nomor 20tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menenga



laku warga Negara®. Tertuang dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Izin usaha mikro dan kecil adalah tanda
legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam
bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar®. Izin
merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang
diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur
sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Kebijakan yang
berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebijakan yang sesuai dengan
perikehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat, guna untuk
menasejahterakan masyarakat. Sebagai suatu bentuk kebijakan tentunya
izin tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
serta norma norma kehidupan yang ada di masyarakat baik secara
vertikal maupun horizontal, sehingga tujuan negara dalam konsep negara
kesejahteraan (welfare state) yang termaksud dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-

empat, dapat terwujud’.

Dalam pembukaan UUD 1945 tersebut untuk mewujudkan

negara kesejahteraan telah diamanatkan bahwa:

5 Undang-UndangRepublikindonesiaNomor20Tahun2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah

6 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 Tahun 2014 Perizinan Usaha Mikro dan
Kecil
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1. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada
segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah territorial
Indonesia.

2. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraanumum.

3. Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupanbangsa.

Pertumbuhan ekonomi bagi sebuah daerah merupakan salah satu
indikator utama kesejahteraan masyarakat. namun faktor pertumbuhan
ekonomi ini sangat mempengaruhi berbagai variabel lain yang menentukan
tingkat kesejahteraan masyarakat. Melalui pertumbuhan ekonomi akan
tersedia lapangan kerja yang luas yang akan menekan angka
pengangguran. Sebuah daerah dengan tingkat pengangguran yang rendah
akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya meningkatkan
permintaan yang mendorong tumbuhnya sektor produksi. Hal ini, tentu saja
akan menggairahkan perekonomian dan sangat berpotensi meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, salah satu kelemahan
indikator pertumbuhan ekonomi adalah apabila angka pertumbuhan
penduduk yang cukup tinggi. Sebab, jika angka pertumbuhan penduduk
lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi, maka sangat mungkin dapat

menciptakan pengangguranbaru.

Pemerintah mempunyai wewenang membuat kebijakan atau aturan
untuk melaksanakan tugasnya yakni sebagai penyelenggara hubungan
antara masyarakat, hubungan antar pemerintah dengan masyarakat

ataupun pemerintah dengan pemerintah. Bentuk dari aturan yang



dikeluarkan oleh pemerintahan adalah dengan adanya kebijakan yang
berupa undang-undang ataupun perda/perbu ataupun surat keputusan dari
Menteri atau kepala pemerintahan sebagai jaminan hukum yang sah. Salah
satu bentuk kebijakan pemerintah yakni perizinan untuk usaha mikro dan
kecil pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah, dimana UMKM bertujuan
menumbuhkembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian
nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Hal ini
mengandung makna, bahwa UMKM merupakan alat perjuangan nasional
untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan
melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang

dimiliki atas dasar keadilan bagi semua pemangkukepentingan®.

UMKM mampu menumbuhkan iklim usaha dagang dikalangan
masyarakat termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan
salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang relatif lebih
sempit dari daerah lain yang ada. Namun demikian memiliki potensi
ekonomi yang cukup tinggi dengan luas wilayah kurang lebih 1.883,25
km2, yang nantinya akan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga
dapat menekan angka pengangguran agar Tercipta iklim usaha yang baik

sehingga terjadi timbal balik searah antara UMKM dan masyarakat yang

8 undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
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dapat menciptakan perekonomian di daerah sidenreng rappang
menjadiperekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentu perlu ada legalitas yang

sah dengan melakukan pengurusan perizinan.

Pedoman pemberian Izin usaha mikro dan kecil menurut Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Pada
Bab Il Pasal 3 Tentang prinsip pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil
melalui prosedur sederhana, mudah dan cepat. Kemudian, terbuka
informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil selanjutnya Kepastian
Hukum dan kenyamanan dalam usaha. Untuk tujuan pedoman pemberian
Izin Usaha Menengah dan Kecil pada pasal 4 dijelaskan bahwa wajib
mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang
telah ditetapkan, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan
usaha dan mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke
lembaga keuangan bank dan non-bank serta mendapatkan kemudahan
dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau

lembagalainnya.®

Kemudian pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98
Tahun 2014 pada Pasal 2 Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan

kecil dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang
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biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya ° . Selanjutnya untuk
pengurusan izin usaha di kabupaten sidrap sebagaimana di atur dalam
Peraturan Daerah No. 37 Tahun 2004 tentang Surat Izin Tempat Usaha
(SITU). Mengajukan permohonan Surat Izin tempat usaha dilaksanakan
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di

Kabupaten Sidenreng Rappang!?.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
adalah Dinas yang bertugas untuk perencanaan penanaman modal,
pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal,
perizinan penanaman modal, pengendalian dan pelaksanaan penanaman

modal serta pengolahan data dan informasi penanaman modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang
penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi
penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian

dan transparansi.

10 peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014
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Namun banyak masyarakat membuat izin usaha hanya di tingkat
kelurahan/kecamatan dimana Izin usaha yang dibuat oleh
kelurahan/kecamatan hanya bersifat sementara. Berbeda dengan
pengurusan izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang berlaku 3 tahun dan telah terdaftar di Dinas

tersebut.

Menurut data dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu kabupaten sidenreng rappang tahun 2019 jumlah UMKM yang
terdaftar dalam pembuatan Perizinan yaitu sebanyak 50 pelaku UMKM,
sedangkan ditahun 2020 sebanyak 64 pelaku UMKM dan ditahun 2021
dari tanggal 01 januari 2021 s.d 30 juni 2021 terdapat 24 pelaku UMKM?*2,
Dari beberapa sektor UMKM di kabupaten sidenreng rappang yang
terdaftar dalam perizinan Maka Dalam penelitian ini akan memfokuskan

pada sektor pertanian.

Selain itu sebagian besar pelaku usaha belum memiliki izin dalam
berusaha dan dampaknya pada usaha yang mereka miliki sulit untuk
berkembang karena belum memiliki legalitas yang sah dan menyulitkan
kalangan usahawan untuk mendapatkan akses modal secara lebih luas

dalam melakukan usaha.
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Salah satu faktor yang menghambat perkembangan UMKM di
sidrap yaitu mengenai perizinan, masalah ini sering muncul karena
masyarakat atau pelaku UMKM belum sadar pentingnya memiliki legalitas
yang sah untuk mengembangkan usahanya, banyak pelaku UMKM yang
mengesampingkan hal yang satu ini. Sehingga masih banyak pelaku
UMKM yang menjalankan usahanya tanpa melakukan pengurusan lzin
usaha. Faktor yang mempengaruhi pelaku Usaha tidak melakukan
pengurusan izin yaitu karena ketidaktahuan mengenai tatacara atau
prosedur dalam mengurus surat izin usaha hal ini terjadi karena

kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Adapun prosedur pembuatan permohonan surat izin usaha
sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah No. 37 Tahun 2004 Tentang
Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Mengajukan permohonan kepada bapak
kiranya dapat diberikan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan
melengkapi data-data yang sudah tertulis antara lain, terletak dilokasi /
alamat, dengan melengkapi ukuran panjang, lebar dan luasnya. Sebagai
bahan pertimbangan melampirkan, copy Kartu tanda Penduduk 2 lembar,
copy sertifikat Tanah/ akta tanah/ Akta jual beli sebanyak 2 lembar,
melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari Tetangga dan
Pemerintah setempat sebanyak 2 lembar, melampirkan copy Akte
pendirian (bagi usaha yang berbadan Hukum) sebanyak 2 lembar,
melampirkan surat pernyataan, melampirkan Pas Foto ukuran 3x4 cm

sebanyak 3 lembar. Dan terakhir melengkapi data yang diberikan oleh
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dinas penanaman modal satu pintu yang dimana Surat Pernyataan Tidak

Keberatan atas rencana usaha/ kegiatan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka judul penelitian ini
adalah “Kebijakan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Di

Kabupaten Sidenreng Rappang”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam penelitian ini difokuskan
pada sektor Pertanian. Mengacu pada permasalahan diatas yang telah
diuraikan peneliti dilatar belakang, maka peneliti memberikan rumusan

masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah pelaksanaan Prosedur Pelayanan Perizinan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah di sektor Pertanian.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan
Kebijakan Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya pada

sektor Pertanian di kabupaten Sidenreng Rappang.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1.  Dari segi akademis, penelitian ini berguna untuk menambah bahan
kajian keilmuan terkhusus untuk program studi llmu Pemerintahan

dalam mengkaji proses pelaksanaan salah satu fungsi
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pemerintahan yaitu fungsi pelayanan dalam hal perizinan dan
pengembangan UMKM untuk kesejahteraan masyarakat di
kabupaten sidenrengrappang.

Dari segi metodologis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan
nilai tambah dan bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian
ilmiah lainnya yang terkait dengan fokus penelitianini.

Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran tentang proses perizinan dan
pengembangan UMKM untuk kesejahteraan masyarakat di

kabupaten sidenreng rappang.
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dari konsep
yang di pergunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah
penelitian lebih dalam sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian
penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka
menjelaskan atau memahami makna di balik realitas yang ada. Dalam
membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis
membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian
ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap

permasalahan yang diangkat.
2.1. Pemerintah Daerah
2.2.1. Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah seseorang atau sekelompok orang atau suatu
lingkungan kerja orang bersifat tetap dengan penyebutan jabatan menurut
Surianingrat (1987) sebagai sekelompok individu yang mempunyai
wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Kewenangan yang
dimiliki oleh pemerintah tidak saja diarahkan pada pemerintahan yang
berdaulat dan yang tidak berdaulat.! Sedangkan Pengertian Pemerintah
daerah menurut adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
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dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.2 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

otonom.

2.2.2. Kebijakan Pemerintah

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia kebijakan (policy) sebagai
rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar, dan dasar rencana
dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak
(tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita,
tujuan, dan prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha
mencapai sasaran.® Kata Policy secara etimologis berasal dari kata polis,
dalam bahasa yunani (Greek), Negara.dalam bahasa inggris lama (middle
English), kata tersebut menjadi policie, yang berarti ada kaitannya dengan
urusan pemerintah atau administrasi pemerintah. Sedangkan menurut
Anderson kebijakan merupakan arah Tindakan yang mempunyai maksud
yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi
suatu masalah atau suatu persoalan. Carl J Federick sebagai mana dikutip
Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian
tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan

(kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan
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usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku
yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari
definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa
yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam

beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Thomas R. Dye mengatakan bahwa “Kebijakan Publik
adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak
dilakukan. Walaupun Batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak
tepat, namun Batasan ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas
antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa

yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Sedangkan Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atau atas
dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud
dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran
tertentu dan dalam urutan tertentu.* Sedangkan kebijakan pemerintah
mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara
sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang

menyangkut kepentingan umum.

2.2.3 Implementasi Kebijakan
Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam buku Dasar-
dasar Kebijakan Publik (2008:139) mendefinisikan implementasi

Kebijakan sebagai; “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar,
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biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk
perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau
keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut
mengidentifikasi masalah yang ingindiatasi, menyebutkan secara tegas
tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk

menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (1975),
mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: “Tindakan-tindakan yang
dilakukanbaik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Dari definisi menurut ahli diatas dapat diketahui bahwa
implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu; (1) adanya tujuan dan
sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan;

dan (3) adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa
implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana
kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada
akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau
sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula apa yang diungkapkan
oleh Lester dan Stewart Jr. (2000:104) Dimana mereka katakana bahwa
implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan

suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan
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pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu; tercapai atau tidaknya tujuan-

tujuan yang ingin diraih.

2.2 Pentingnya Perizinan

2.2.1 Perizinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) izin adalah pernyataan
mengabulkan (tidak melarang dsb); per-setujuann membolehkan ia, telah
mendapat untuk mendirikan perusahaan mebel. Izin atau (vergunning)
adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau
Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari
ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.® Jadi izin itu
pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/ pembebasan

dari suatu larangan.

Jadi perizinan adalah suatu bentuk pelaksaanaan fungsi pengaturan
dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berbentuk
pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk
melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh
suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan
dapat melakukan suatu kegiatan atautindakan. Adapun beberapa definisi izin

menurut beberapa ahli, yaitu:

a. Ateng Syarifudin
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Izin adalah sesuatu yang bertujuan menghilangkan larangan, hal yang
dilarang menjadi boleh. “Als opheffing van een algemene verbodsregel in het
concrete geval” yang artinya sebagai peniadaan ketentuan larangan umum

dalam peristiwa konkret.

b. Sjachran Basah

Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang
mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan
prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan.

c. E Utrecht

Berkenaan dengan izin ini beliau berpendapat bahwa “Bila pembuat
peraturan umum nyat idak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga
memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk
masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang

memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).

2.2.2 Pentingnya Perizinan

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong tumbuh dan
berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah dengan
mempermudah perizinan untuk UMKM di seluruh Indonesia. Dengan adanya
Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha
Mikro Kecil dan Menengah, izin untuk UMKM hanya 1 lembar dan dapat

diterbitkan hanya dalam 1 hari oleh kecamatan.
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Dengan selembar izin yang bisa selesai dalam sehari, UMKM bisa
memperoleh empat (4) manfaat. Pertama adalah legalitas usaha, kedua
kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, lalu akses untuk
mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan keempat ialah

kesempatan untuk memperoleh bantuan pemberdayaan daripemerintah.

Implementasi kemudahan perizinan untuk UMKM ini masih belum
dapat terlaksana di semua daerah karena masih ada kepala daerah yang
belum mengeluarkan aturan untuk mendelegasikan kewenangan penerbitan
izin kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, baru kurang lebih 150 yang

sudah menerapkan izin 1 lembar dan 1 hari jadi untuk UMKM.

Agar usaha Anda berjalan dengan baik dan memiliki legalitas yang
jelas. Tentu perlu adanya perizinan yang resmi dari pemerintah. Dewasa ini,
banyak pelaku UMKM yang mengesampingkan hal yang satu ini.
Kebanyakan dari mereka, berpendapat perizinan hanya diperlukan oleh
usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak
juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan

memakan banyak waktu.

Pedoman Pemberian Izin usaha Mikro dan Kecil Menurut Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 pada Bab

Il Pasal 3 Mengenai Prinsip Pemberian Izin Usaha Mikro danKecil.’

(1) Prosedur sederhana, mudah dancepat;

(2) Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dankecil;
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(3) Kepastian hukum serta kenyamanan dalamusaha.

Kemudian Tujuan Pedoman Pemberian IUMK pada Pasal 4

Pasal 4

(1) Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha
dilokasi telah ditetapkan;

(2) Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha,;

(3) Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke
lembaga keuangan bank dan non-bank;dan
(4) Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari

pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembagalainnya.

Selanjutnya pada bab 3 pada bagian pelaksanaan

terjelaskan bahwa pada

Pasal 5

(1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap
PUMK di wilayahnya melalui lurah/kepaladesa.

(2) Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukanberdasarkan:

a. identitas pelaku usaha mikro dankecil;
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o

lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada

diwilayahkecamatan;

o

. jenis tempatusaha,;
d. bidang usaha,;
e. besarnya modalusaha.

(3) penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial,
budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan,

kebersihan lingkungan dan sesuai denga PeraturanDaerah.

Pasal 6

(1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepadaCamat.

(2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas
pendaftaran kepadaCamat.

(3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) meliputi:

a. permohonanlUMK;

b. pemeriksaanlUMK;

c. pemberian IUMK dan

d. pencabutan dan tidak berlakunyalUMK

Pasal 7

(1) PUMK mengajukan permohonanlUMKsebagaimanadimaksud

dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a kepadaCamat.
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(2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit harus melampirkan berkas permohonan Sebagai berikut:

a. urat pengantar dari RT atau RW terkait lokasiusaha,;

b. kartu tanda penduduk;

c. kartu Keluarga;

d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua

lembar;

e. mengisi formulir yang memuat tentang:

1.

2.

Pasal 8

nama,
nomor KTP;

nomor telepon;

alamat;

kegiatanusaha;

sarana usaha yangdigunakan;

jumlah modalusaha.

(1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.

(2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi

persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.

(3) dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi

persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
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(4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja

sejak tanggal penerimaan surat permohonanpendatftaran.

Pasal 9

(1) Camat memberikan [IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.

(2) Pemberian UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota
kepada camat.

(3) Pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dapat juga
dilakukan kepada Lurah/Kepala Desa sesuai dengan
karakteristikwilayabh.

(4) Pemberian IUMK oleh Camat dapat dilimpahkan oleh
Bupati/Walikota  kepada Lurah/Kepala Desa dengan
memperhatikan karakteristik wilayah.

(5) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal
penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima,
lengkap dan benar.

(6) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan

biaya, retribusi, dan/atau pungutanlainnya.

Pasal 10

(1) Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal

ayat (1) mencakup hal hal sebagaiberikut:
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a. KopSurat.
b. Nama lzin
c. Nomor surat.
d. Dasarhukum
e. Detail pemohon, terdiridari:
1. Nama
2. Nomor KTP
3. Nama Usaha
4. Alamat
5. Nomor Telepon
6. NPWP
7. Bentuk usaha
A. Stiker hologram antipembajakan
B. Barcode
C. Tanda tangan Camat/Lurah/KepalaDesa.
(2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat menggunakan perizinan secaraelektronik.

Pasal 11

(1) Karakteristik wilayah pada pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) adalah
terkait:
a. Jumlahpenduduk
b. Luas wilayah

c. Letak Geografis dan topografis, dan
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d. Kearifanlokal.

(2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada
suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap
di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan
yang berlaku di daerah tersebut.

(3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah besaran ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan systemnya
ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau
aspekfungsional.

(4) Letak Geografis dan topografis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ adalah letak dari suatu daerah dilihatdari
kenyataan pada posisi daerahitu.

(5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
adalah suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam

kehidupan bermasyarakat di suatu daerah tempat atau daerah.

Pasal 12

(1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hurufd.

(@ Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan

perundang-undangan.
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Pasal 13

PUMK mempunyai hak antara lain:

1) Melakukan kegiatan usaha

2) mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan

terkait dengan kegiatanusaha

3) mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan

dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembagalainnya.

4) mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga

keuangan, bank dannon-bank.

Pasal 14

PUMK mempunyai kewajiban antara lain:

1) mematuhi ketentuanperundang-undangan

2) mematuhi kegiatan usaha sesuailUMK.

Pasal 15

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

(1) Memperdagangkan barang dan/atau jasailegal.
(2) PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan

perundang undangan.

25



2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro,

kecil dan menengah menjelaskan tentang pengertian Usaha mikro, Usaha

kecil, dan Usahamenengah?®: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria

Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undangini.

1)

2)

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undangini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsungmaupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang

ini.
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2.3.2 Pengembangan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM)

Pertama, mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) dan Koperasi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya
saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk
memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok

masyarakat berpendapatan rendah.

Kedua, memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-
prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan

gender, terutama untuk;

a. Memperluas akses terhadap sumber permodalan, khususnya
perbankan;

b. Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur
perizinan; serta

c. Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung
yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa
pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran,

daninformasi.

Ketiga, memperluas basis dan kesepatan berusaha serta
menumbuhkan wirausaha baru yang berkeunggulan untuk mendorong
pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja, terutama

dengan:
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a. Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan
terampil dengan adopsi penerapanteknologi;

b. Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor
agrobisnis dan agroindustry disertai pemberian kemudahan
dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan
kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi
kepentingan usaha bersama untuk memperoleh
efesiensikolektif;

c. Mengembangkan UMKM agar semakin berperan dalam proses
industrialisasi, perkuatan keterkaitan industry, percepatan
pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM; serta

d. Mengitegrasikan pengembangan usaha dalam kerangka
regional sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi

usaha unggulan di setiapdaerah.

Keempat, mengembangkan UMKM agar semakin berperan sebagai
penyedia barang dan jasa pada pasar domestic yang semakin berdaya saing
dengan produk impor, khususnya dengan memenuhi kebutuhan masyarakat

banyak.

Untuk pengembangan UMKM Strategi dan kebijakan yang perlu
dikembangkan didaerah antara lain: a) meliputi penciptaan lingkungan usaha
yang memungkinkan UMKM berkembang dengan lebih baik; b)
mengembangkan infrastruktur, memperkuat akses jasa keuangan, dan non

keuangan; c) memperluas jaringan pemasaran melalui optimalisasi teknologi
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informasi; d) mengembangkan kapasitas sumber daya manusia; dan e)
membangun dan memperkuat lembaga-lembaga yangmendukung untuk

pengembangan UMKM.
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2.4 Kerangka Fikir

Gambar 1. Bagan kerangka konsep
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